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Sal INAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINCKAT 0!
KEDIRI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 1999
TENTANG
e RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
— BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 199F
tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retri-
busi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingka: II
maka Retribusi Izin Gangguan merupakan Jjenis
: Retribusi Daserah Tingkat II ;
b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana di-
maksud pada huruf a, perlu diatur dengan
Paraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang~undang Gangguan Nomor 226 Tahun 1926
/“‘ yang telah diubah dan disempurnakan terakhir

. dengan Stbl. Nomor 45C Tahun 1940 .

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Ling~
kungan Propinsi Jawa Timur ;

3. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tantanc
Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara
Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2104) ;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tantang Pe—
nanaman Modal ﬁsing {Lambaran MNegara Tahun
19¢7 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara.Nomdr
2818), 3Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970
tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1967 {Lembaran Negara Tahun
1970 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor

s 2943)

.
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Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal
Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1985 tentang Tata Cara pPangendalian Pencemaian
Bagi parusahaan—-perusahaan yang mengadakan
pananaman Modal menurut undang-undang Nomor 1
Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor & Tahun
1968 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1987 tentang Penertiban pungutan—pungutan dan
Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-
undang Gangguan ;

peraturan Menteri Dalam Negeri HNomor 5 Tahun
1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata
Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta
prosedur pemberian Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HC)
bagi Perusahaan - perusahaan yang berlnkasi
diluar Kawasan Industri ;

pPeraturan Menteri Dalam Negsri Nomor 7 Tahun
1902 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendiri-
kan Bangunan {(IMB) serta izin Undang-undang
Gangguan { UUG/HO ) bagi pPerusahaan~perusahaan
yang berlokasi diluar Kawasan Industri ;
paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tantang Penyidik pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Dzarah ;

Keputusan Mentsri pDalam Negeri Nomor 84 Tabhun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun
1597 tentang Prossdur Pengesahan Peraturan
pasrah tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Dasrah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pesmungutan
Retribusi Dasrah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun
1997 tentang Tata Cara pameriksaan dibidang

Retribusi Daerah ;



25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun
1998 tentang Ruang Lingkup dan’ Jenis—-jenis
Retribusi Daesrah Tingkat I dan Dasrah
Tingkat II1 ;

L o Pgraturan pasrah Kabupaten Daerah Tingkat il
Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik
Pagawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemarintah

Kabupaten Dasrah Tingkat II Kediri.

Dengan persetujuan Dswan parwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daesrah Tingkat II Kediri,

MEMUTUSKAN

Masnatapkan .+ PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEDIRI TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BH B
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dzlam Psraturan Daerah ini yang dimaksud

- dengan :

a. Dasrah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kadiri ; :

b. Pemerintah Dasrah, adalah Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kediri ;

c. ¥epala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Kediri ;

d. Pajabat, adalah psgawal yang diberi tugas ter-
tentu dibidang retribusi daerah sesual dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

e. Badan, adalah suatu beantuk badan usaha vyang
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Koman~
ditsr, Perssroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk
apapun, persskutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha

tetap serta bsntuk badan usaha lainnya ;



-t

Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retiibusi
atas kegiatan tertentu Pemerintah Dasrah dalam
rangka pembesrian Izin kepada orang pribadi
atau badan, yang dimaksudkan untuk pembiraan.
pengaturan, pengendalian dan pengawasar ataz
kegiatan pemanfaatan ruang, psnggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasi-
litas tertentu guna melindungi kepantingan
umum dan menjaga kelestarién lingkungan ;

Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya di-

sabut retribusi, adalah pembayaran atas
pemberian izin tempat usaha Kkepadas ‘rang
pribadi atau badan dilokasi tertentu yang
menimbulkan bahay avq kerugian dan gancouan,
tidak termasuk tempat usaha yang lokz iny=

telah ditunjuk ocleh Pemerintah Daeg srah
Wajib Retribusi, adalah orang pripagi atau
badan yang menurut psraturan pe:nnd i[5 S
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan

pembayaran ratribusi ;

|'-.']

Masa Retribusi, adalah vatu Jangka wsktu
tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib
retribusi untuk mesmanfaatkan Izin Gangguan ;
Surat Ketetapan Retribusi Daesrah yang zslan-
jutnya disingkat SKRD, adalah Surat Heputusanr
yang menentukan besarnya Jumlah retribusi yang
terutang ;

gurat Tagihan Retribusi Daerah yang aglanjul~
nya disingkat STRD adalah surat untuk mslaku-
kan tagihan retribusi dan atau sanksi adminis-
trasi berupa bunga dan atau danda.
pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari, mepgumpulkan dan mengolah data dan
atau keterangan lainnya dalam ra angka pengawas-
an kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi
Daerah bardasarkan paraturan perundant-
undandsan retribuai Daerah ;

=
ol
g

penvidikan Tindak Pidana dibidang ret
paerah, adalah serangkaian tindakan
dilakukan oleh Penyidik Pagawai Naosri
yang selanjutnya disebut panvidik, untui
mencari sait wlkan bukii vang dengan
bukti itu

bidang retribusi pDasrah yang terjadi serts

rarang tindak pidana di

menemukan tersangkanya.



B ag 1l
NaMa, OBYEK pDAN SUBYEK RETRIBUSI
paszl 2

Dengan nama Retribusi Izin Sanggus o B3
pungut ratribusi sebagai pembayaran atas pen 2T
an izin tempat wusaha kapada orang piipadi avad
padan dilokasi tertentu yang menimbulkan banaya,

kerugian dan gangguan.

in

Pazal

(1) Obyek retribusi adalah pemberian izin tempat
usaha kepada orang pribadi atau badan. &l
lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya,
kerugian dan gangguan ;

(2) Dikscualikan dari obyek retribusi agaleal
tempat usaha Yyang lokasinya tslah ditinjuk
nleh Pemerintah Pusat dan atau peme: -ntah

Dasrah.
Paszal 4

Subysk retribusi adalah orang pribadi
atau badan yang_memparoleh-Izin Tempat Usabha.

BaAB Iil
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

petribusi izin gangguan digolongkan saba-

gai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB 1IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

pas=al &

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan
parkalian antara luas ruangd tempat usaha dan

indeks l1okasi/indeks gangguan ;



(2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah luas bangunan vyang
dihitung sebagai jumlah luas setiap lant.i :

(3) Indeks 1lokasi/indeks gangguan sebags mana
dimaksud pada ayat (i) ditetapkan saiagail

berikut -

- Kawasan jalan strategis TK.I Indleks . ..1
= Kawasan jalan stratesgis Tk.II Indeks ....2
=~ Kawasan jalan aspal biaza Indeks ....3
= Kawasan jalan desa / tanah Indeks PRI

(4) Perkalian ssbagaimana dimaksud pada ayat (1)

& dibsrlakukan bagi 1luas ruang tempat usaha
lebih dari 2.000 M< s :

(5) Ketentuan vyang berlaku pada luas ruang t=mpat

usaha 1 M2 szmpai dangan 2.000 M2 dibagi

dalam golongan sebagaimana diatur pada pasal

8 Peraturan Daerah ini.

B AB -V
PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAHN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam panetapan struktur
dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada
tujuan untuk menutup biaya penvelenggaraan

pemberian izin :

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi biava pengecekan dan pengukuran
ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan
biava transportasi dalam rangka pengawasan

dan pengendalian.

8488 vI
STRUKTUR DAN BESARNYS TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
(1) Tarif digolongkan bardasarkan luas ruang

tempat usaha ;



{(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (i) di
tetapkan ssbagai berikut:-

a. Retribusi berdasarkan pada luas ruang, dan indaeks
lokasi/kawasan.
I. Tempat Usaha dengan bangunan permanan.
: RETRIBUSI TEMPAT USAHA DIDASARKAN LUAS RUANG
INDEKS LO-
KASI/xawas!ieoL | G0L.II {GOL_IXI{ GOL.IV GOL.Y laeoL.vI
AN 1 8/0 | DIATAS IDIATAS !DIATAS DIATAS [DIATAS
100 M2 100 $/91500-8/p| 10005/9/1500 $/D|2000 K
500 #2 |1000 HZ[1500 M2[2000 M
1 2 3 4 5 6 7
Ro. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
'I.Kawasan 60_000{120.000 [ 180.000!240_0001300.000 150/”2
‘jalan - ¥
strategis
' -1
Z.Kawasan [55.000{115_.000 [175.000{230_000 280.0060 léﬁfﬂz
jalan -
strategis
TK.IX
J.Kawasan |50_000!110.000 LléS.OQQ:EZO-OOQ 260,000 ESQIHZ
jalan = %
aspal
. biasa
4_.Kawasan {(45.000{105_000 lSé-GOO 200.0001{ 240 009 129}H2
‘jalan
desa/
tanah

I1. TEMPAT USAHA DENGAN BANGUNAN SEMI PERMANEN.

RETRIBUSI TEMPAT USAHA DIDASARKAN LUAS RUANG
INDEKS LO-
KASI/KAWASIGOL T GOL_II {GOL.III] GBOL.IV GOL.V |GOL.VI
AN 1 8/D OIATAS (DIATAS [DIaTAs DIATAS DIRTQSZ
100 M2} 100 8/9 1500 3/p{10003/p|1500 $/0}2000 M
500 M- {1000 ¥°]1500 MZ{2000 M
1 Z 3 4 5 % 7
R . Ro. Rol Rip. Rp. Rp.
1.Kawasan {45.000; 105.000 {155.000{200.000!240._000 120!H2
jalan -
strategis
TK.1
2.Kawasan {40.0001100.000 {150.000!190_ 000! 220 000 llﬁfﬁg
jalan -
strategis
K. 11




{
1 z 3 { B > & 7
3.Kawasan {35.000] 90.000 {140.0600[175.000]200. 000 !100/82
jalan
aspal
biasa
4_Kawasan {30.000: B80.000 {130.000(140.0081180.000 eofng
ialan
daga/
tanah
b. Retribusi harcdacarkan pengounaan tenaga mesin. “
1. Mesin berkekuatan L. 258K 5 Ny //60.000,-f
2. Mesiy berkekuztan 24 s/d =2 PX : Rp./ 150000, -
3. Mesip berkekuatan 51 s/d 100 PX : Bp. 150.000,-
4. Mesin berkekuaten 101 3/4 150 PK : Bl 225.000,- ,/
5. Mesin berkekuatan 151 s;4 206 PX : Ro.\ 300.000,- i
6. Mesin berkeKuatan > 200 PK : Rp. \ 1.500,-/PK

o

C. Pgrusahesan yono o2mpunyai dampak gangguan pencgmaran
lebih besar dibanding yang tertuang pada avat (2)
huruf b , dikenakan retribusi tambghan 1 (sat:) kali

tarif retribusi sesuai golongannya :

BAB VII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 9

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengali-
kan tarip sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2)
dengan tingk=t penggunzan jasa sebagaimana dimaksud

dalam pasal & avat (1).

oy

3 VIId

WILEYAH PEMUNGUTAN

Retribusi wano tarvtang dipungut di  wilavah

Daeran tempat izin gangguan diberikan.



8AB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI
TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang

lamanya 3 (tiga) tahun kecuali ditetapkan 1lain
olah Kepala Daarah.

Pasal 12

Retribusi terutang pada saat diterbitkan-
nya SKRD atau dokumen lain yvang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diboronukan:

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD

atau dokumen lain yang dipersamakan, dan

SKRDKBT.
BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar
tepat pada waktunya atau kurang membayar, di
kenakan sanksi administraszsi bsrupa bunga sebesar
2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang
terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus di-

lunasi sekaligus :



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

{43

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-
lambatnya 15 {(lima belas) hari sejak diter-
bitkannya SKRD atau dokumen lain yang diper-
samakan :

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pem-
bayaran retribusi diatur dengan Xep:iusan
Kepala Dasrah.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 1é

Pengsluaran Surat Teguran / peringatan /Surat
lain yang sejenis sebagal awal tindskan
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan
segera setelah 7 (tujuh) hari ssjak jatuh
tempo pembavaran

Dalam jangkg waktu 7 (tujuh) hari setelah
tanggal Surat Teguran/psringatan/Surat lain
vang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi
retribusinysa vang terutang ;

Surat Teguran saebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikeluarkan oleh psjabat yvang ditunjuk.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSIT
Pasal 17

Kepala Dasrah dapat memberikan psngurangan,
keringanan dan pembebasan retribusi ;
Pemberian pengurangan atau keringanan retri-
busi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retri-
busi, antara lain untuk mengangsur ;
Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) antara lain diberikan kepada
masyarakat yang ditimpa besncana alam dan atau
kerusuhan ;

Tata cara psngurangan, keringanan dan psmbe-—
basan . retribusi ditetapkan oleh Kepala

Dasrah.



(1)

(2)

(3)

(1)

(1)

BAB Xv
KEDALUKWARSA PENAGIHAN
Pasal 18

Hak untuk melakukan penagihan retribus , ke~
daluwarsa setelah melampaui jangka w- tu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terut-nanya
retribusi, kecuali apabila wajib rei:ibus-

melakukan tindak pidana dibidang retribusi

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebag=imana

dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabil: -

a. diterbitkan Surat Teguran atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib
retribusi baik 1langsung maupun tidak

langsung;

Piutang retribusi vang tidak mungkin d tagih
lagi karena hak untuk melakukan penagibhan

sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

BEAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal i9

Wajib retribusi vyang tidak melaksanal! ‘o ka-
wajibannya sehingga merugikan keuangan daerah
diancam pidana kurungan paling lama é {(enam)
bulan atau denda paling banyak 4 {(empat) kall
jumlah retribusi terutang ;

Tindak pidana vang dimaksud pada ayat (1)}
adalah pelanggaran.

B AB XVII
BN Y 181 KN

Pasal 20

Pajabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diling-—
kungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan
panyidikan tindak pidana dibidang ratri ]

dasrah :



—

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah :

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneli
ti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang retribusi
dasrah agar keterangan =atau laporan ter-
sabut menjadi lengkap dan jelas;

maeneliti, mencari dan mengumpulkan kete-
rangan mengaenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi
daerah ;

meminta keterangan dan bahan bukii dari
orang pribadi atau badan sshubungan dengan
tindak pidana di bidang retribusi daerzh;
memeriksa buku - buku, catatan—caiatan dan
dokumen—dokumen lain vang bsrksnaan dsagan
tindak pidana di bidang retribusi da=: ai;
melakukan psnggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen—-dokumen lain sarta melakukan
penvitaan terhadap bahan bukti tersebutb;
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tidak pidana
di bidang retribusi dasrah;

menyuruh berhenti, melarang seseocrang me—
ninggalkan ruangzan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan meme-
riksa identitas orang dan atau dokumen
vang dibawa ssbagaimana dimaksud pada
huruf e ;

memotret sessorang vyang berkaitan dengan
tindak pidana retribusi daeran;

memanggil orang untuk didengar kesterangan-
nya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

menghentikan penyidikan:

T e



k. melakukan tindakan lain vang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidara di
bidang retribusi daerah menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menvampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan vyang
diatur dalam Undang~undang Nomor 8 tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 2Z1

Apabila tempat usaha menimbulkan polusi
atau gangguan yang mengakibatkan kerugian atau
kerusakan lingkungan, dapat dikenakan sanksi
berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,
maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kediri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pemberian
Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan
(HO) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

Pasal 23

Hal-hal vyang belum diatur dalam Peraturan

Dasrah 1ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daarah.
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Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengstahuinya
memerintahkan pengundangan Peraturan Dasrah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Xabu-—

paten Daerah Tingkat II Kediri.

Ditstapkan di Kediri
pada tanggal 30 Januari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI NED I RTIT

Ketua,
TEDL TTD.

HARSONO D, S.IP H. SUPARYADI, S_IP

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Nageri Republik
Indonesia Nomor 974.35 - 434, tanggal 7 Mei 1999.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Dirsktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Dasrzah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah
TTD.

Drs. KA US AR AS.
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Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dasrah
Tingkat II Kediri Tanggal 7 September 1999 Seri B Nomor 7/B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 11
KEDIRI

sakretaris Wilavah/Daerah
TTO.
Drs. SAPARI RANUWIDJIAJA, MSC.

Pembina Tingkat I
NIP. 010 0BZ2 718

Disalin sesuai dengan aslinya
Yang mengambil salinan
A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K-E B &1
T :ilayah/Daarah

PWIDJIAJA, MSc.
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PENITELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 1999

TENTANGEG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan semakin berkembangnya dunia uszha di
wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri maka Pemerintah
Daerah perlu mengadakan pengaturan, pembinaan dan pengawas
an demi kelancaran kegiatan usaha.

Pemberian Izin Gangguan (HO) selain pernyataan dan
pengakuan terhadap keabsahan suatu kegiatan usaha, Jjuga
bertujuan memberikan perlindungan terhadap keamanan pengu-
saha, masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup
agar tetap dalam ksseimbangan vang serasi dan dinamis.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindak-
lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997
dan Keputusan Mentsri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998
tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah
Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Dasrah Tingkat II Kediri Nomor 12 tahun 1992
tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undzng
Gangguan (HO) perlu disesuaikan.

Untuk psnyesuaian dimaksud perlu menstapkan kembzii
Retribusi Izin Gangguan dalam Peraturan Daerah baru.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan : Cukup jelas.

pasal 7
Pasal 8 avat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) huruf a : Cukup Jjelas. o
huruf b : Perusahaan yang menggunakan kskuat
an mesin yaitu perusahaan vyang
digerakkan oleh kekuatan uap air,
kekuatan gas atau elektromotor dan
lain-lain.
huruf c : Untuk mengetahui tingkat dampak
: gangguan pencemaran vang lebih
besar, akan diproses melalui tim
parizinan.
Pasal 9 s/d Pasal 24 : Cukup jelas.




